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KEPUTUSAN 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN 
 NOMOR         : TAHUN 2016 

TENTANG 
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKAKABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018 
 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN, 
 

Menimbang  : a.  bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis 
(Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin 
Tahun 2014-2018; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Sarko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

  3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903 ); sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  



  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410); 

  7. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 
tentangSistemPerencanaanPembangunanNasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

  8. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 
tentangPerimbanganKeuangan antara PemerintahPusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);  

  9. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 
tentangRencanaPembangunanJangkaPanjangNasionalTahun 2005–
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

  10. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  

  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

  12. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5589); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

  14. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 
tentangPengelolaanKeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 nomor 140, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);  

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 



 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 
perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4780); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4811); 

  21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2034 
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin 
Tahun 2014 Nomor 10); 

  23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10); 

  24. Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Capaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 Dalam Perda Kabupaten 
Merangin Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018  
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 61); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
KABUPATEN MERANGIN TENTANG RENCANA STRATEGIS 
(RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN 
MERANGIN TAHUN 2014-2018 

KESATU : MenetapkanRencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala sub bagian di Lingkungan Dinas 
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin agar menjadikanRenstra 
ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya. 



KETIGA  Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila 
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 
pembetulan seperlunya. 

 

 

 
Ditetapkan  di : B a n g k o 
Pada Tanggal :       2016 

Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA 

KABUPATEN MERANGIN 
 
 
 
 
 

Drs. MARJOHAN 
PEMBINA  

NIP. 19630221 198303 1 004 
 

 
Tembusan : 
1. Yth. Bapak Bupati Merangin, di Bangko; 
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, di Bangko; 
3. Yth. Sdr. Inspektur Kab. Merangin, di Bangko; 
4. Arsip 
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